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ABSTRACT

In terms of holding the 2024 elections, the KPUIwi¢ guided by the Constitutional Court Decision
Number 87/PUU-XX/2022 concerning the Implementatibhegislative Nominations in the 2024 General
Elections. The substance of this regulation is ghehibition of ex-convict drug dealers, sexual @sn
against children and corruption. run for officelégislative elections. The nomination of former cicts

in corruption cases cannot be separated from tleeofqpolitical parties in political recruitment dutadre
formation of their members. The aim of this reshascto determine the progressive legal perspedive
the nomination of former corruption convicts antbes to reduce and prevent political party cadrem
contesting legislative elections in 2024.

The results of the research show that the Conistitalt Court's decision No. 87/PUU-XX/2022 implenent
Judicial Activism, which can be seen from the leigé&rpretation and shows that there is justicetffier
community, with the result that the Judicial Ingiibn can decide on the above statutory regulatams
statutory regulations. which is being tested maligti The General Election Commission, in order to
maintain its professionalism as an independentieleinstitution, does not pass legislative cantiiddor
ex-corruptors as determined through PKPU.

Keywords: election, Constitutional Court Decision, Legisl&iMominations

PENDAHULUAN
L atar Belakang

Bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai péaimasayang cukup pelik,
seperti krisis multi-dimensional serta problem Igang menyangkut tatanan nilai yang
sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara salenderoblematika yang
menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salamgatadalah masalah korupsi yang
tak kunjung selesai. Sebuah fakta yang telah dierinigampir semua kalangan bahwa
korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yangasamgngkhawatirkan. Tindak pidana
korupsi selain dapat membahayakan stabilitas dam&ean masyarakat, juga dapat
membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dankpd@ilain itu, tanpa disadari
korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan atitars, karena lambat laun perbuatan
ini seakan menjadi sebuah budaya.

Seolah telah mengakar dalam budaya hidup, periladan cara berpikir
masyarakat, tindak pidana yang satu ini berhasijamgkiti birokrasi dari atas hingga
yang paling bawah. Hampir seluruh lembaga negatia Ieenbaga perwakilan rakyat,
lembaga pemerintahan, lembaga peradilan, bahkabalgem lembaga yang dibentuk
untuk memberantas dan menyelesaikan permasalahgrkizn terjadi pun tak tanggung-
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tanggung ikut terjerat. Dalam hal ini, sebagiangaenat hukum berbendapat bahwa
korupsi menjadi ancaman terhadap cita-cita menajsyarakat adil dan makmtir.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran tephad&-hak sosial dan hak-
hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tidagat lagi digolongkan sebagai
kejahatan biasaofdinary crimg melainkan telah menjadi kejahatan luar biaseré
ordinary crimg yang tentunya membutuhkan upaya pemberantasam skstra pula.
Kegagalan elit politik Indonesia dalam melakukarayg pemberantasan korupsi jelas
akan membahayakan negara.

Sejatinya sejak awal upaya-upaya pemberantasanadigsh korupsi telah
ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantagasserentak. Namun upaya
tersebut, belum cukup menunjukkan signifikansi pamalisiran tindak pidana korupsi
di Indonesia. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesih berkembang dalam tiga tahap,
yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahapselkorupsi masih menjadi patologi
social yang khas dilingkungan para elit/pejabataP@mhap endemic, korupsi mewabah
menjangkau masyarakat luas. Lalu di tahap yangs kketika korupsi menjadi sistemik,
setiap individu di dalam system terjangkit penyakang serupa. Boleh jadi penyakit
korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahapnsikte

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satabaga penyelenggara
pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini dibent@kdiasarkan Pasal 22E Undang-
Undang Dasar Negara 1945 yang menyebutkan bahwdéilmenmumum diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat oraal, tetap, dan mandiri. Sebagai
lembaga penyelenggara pemilu, maka untuk setiagpah penyelenggaraan pemilu di
Indonesia, KPU berwenang menyusun dan menetapkatupen KPU (Psl 12 dan 13
UU No. 7 Tahun 2017). Atas dasar itu pula, dalangka menghadapai pemilu serentak
tahun 2024, KPU sebagai penyelenggara pemilu roelgieran aktif melakukan berbagai
upaya guna mewujudkan pemilu berintegritas dengaapan tersedianya calon anggota
legislatif. Untuk mencapai tujuan itu, komisionePW mencoba melawan arus dengan
mengeluarkan gagasan berupa rancangan PKPU teykadt yang harus dipenuhi oleh
calon anggota legislatif dengan materi muatannyalahdlarangan terhadap mantan
terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual tgrhauk, atau korupsi untuk menjadi
calon anggota legislatif.

Kehadiran partai politik (parpol) sebagai efek sagpditerapkannya sistem
pemerintahan kita saat ini bagaikan organ vitalgyarenjadi wadah lahirnya aktor aktor
pemimpin bangsa. Parpol menjadi pemeran utama dald@mokrasi yang
menghubungkan kepentingan rakyat dengan negargelaerintah. Saat ini kehadiran
parpol merupakan sebuah keharusan dalam kehidupdik pnodern yang demokratis.
Dalam enam syarat pemerintahkan demokratis, sallmya adalah pemilihan umum
yang bebas. Instrumen penting berjalannya suatulggenmum sudah pasti terletak pada
partai politiknya. Walaupun bukan satu-satunya rakémg terlibat dalam pemilu, parpol
menjadi sebuah organisasi yang secara ideal mampogaktifkan peran serta
memobilisasi masyarakat. Saling berpengaruhnyarargarpol dan proses pemilihan
umum saat ini membuat penulis melihat suatu fenany@mg cukup menarik perhatian
berbagai kalangan. Penulis menemukan, ternyataeggdmlah eks koruptor yang tercatat
sebagai daftar calon tetap (DCT).

! Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islaffdakarta:Amzah, 2011), him 11.

2 Maryanto,“Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan hitikdurnal llmiah CIVIS, Volume I
nomor 2, Juli 2012, him.3.

® Ibid
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Jumlah eks koruptor yang menjadi calon legislatifun 2019 sebanyak 38 baik
yang mewakili DPRD untuk tingkat provinsi maupunblpaten/kota dari 13 partai.
Sebelum nama-nama tersebut ditetapkan sebagai legistatif tentunya banyak pro dan
kontra yang terjadi. Gejolak pro dan kontra tersedatang dari banyak lapisan
masyarakat mulai dari penyelanggara pemilu serdirgga lembaga peradilan yang
menangani fenomena majunya caleg eks koruptor. dratan perundangan di Indonesia
ternyata turut mengambil peran dalam dilema penesloeks koruptor. Problemnya
terletak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKuhg kemudian tumpang tindih
dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang tPeiitilasil, menyoal pencalonan
eks koruptor ini membawa tiga lembaga negara dataipgolitik terlibat didalamnya.
Lembaga negara tersebut diantaranya Komisi Pemiliraum, Badan Pengawas Pemilu
dan Mahkamah Agung serta beberapa partai politig yaengusung calon legislatif yang
pada awalnya tidak diloloskan oleh KPU

Dalam hal upaya pemberantasan korupsi, maka pedukuhg dan diawali
dengan penyelenggaraan pemilihan aktor-aktor huétalam pemerintahan yang bersih
dan dengan cara yang bersih pula. Baru-baru ini KsBldku lembaga penyelenggara
pemilu mengambil satu lagkah progresif yang justenimbulkan polemik. Dalam hal
penyelenggaraan pemilu 2024, KPU akan berpedomagade Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Atas Pelaksanaamdaéonan Legislatif Pada
Pemilihan Umum Tahun 202&ubstansi dari peraturan tersebut adalah larangautam
narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual &grhadak, dan korupsi untuk
mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu legislatienurut KPU kejahatan- kejahatan
tersebut memiliki daya rusak yang luar biasa bagsyarakat. Selain itu bagi mereka,
salah satu upaya nyata untuk memberantas tindakailorupsi adalah dengan pemilu
yang bersih.

Pencalonan mantan narapidana kasus korupsi tigals lgari peran partai politik
dalam rekrutmen politik dan kaderisasi anggotafygagsi partai politik sebagai sarana
perekrutan kader terbaiknya untuk dikontestasikalard pemilihan umum bertujuan
untuk menjamin sirkulasi pemimpin negara berjal@mgan baik. Korupsi dan partai
politik ada dua hal yang menjadi pemicunya yaitingenbalikan modal kampanye dan
tak jelasnya model pembiayaan organisasi partaukursiurvivalitas partai. Alhasil
perilaku korup kader partai yang telah mendudukiajan-jabatan politik tak bisa
dihindarkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum progresif terhadap mgaal mantan terpidana
korupsi?

2. Bagaimana upaya dalam mengurangi dan mencegah-kader partai politik dalam
kontestasi pilihan legislatif tahun 20247

PEMBAHASAN

Hukum Progresif merupakan salah satu konsep yalggpaenarik dalam literatur
hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menardéeria hukum progresif telah
menggugat keberadaan hukum modern yang telah dipnggapan dalam berhukum
Indonesia selama ini. Hukum progresif menyingkalpirta@lan menggeledah berbagai
kegagalan hukum modern yang didasari oleh filspéaitivistik, legalistik, dan linear
tersebut untuk menjawab berbagai persoalan hukustilan Hukum progresif
diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, dilandashnasiwdasar bahwa hukum adalah untuk
manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusaui hukum dalam mencerahkan
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bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, term&sigis dalam bidang hukum itu
sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, yaitengubah secara cepat, melakukan
pembalikan yang mendasar dalam teori dan prak$isrhuserta melakukan terobosan.
Hal ini berarti hukum progresif adalah serangkagagasan yang memprioritaskan
kesejahteraan manusia. sebagai objek hukum iturseBdngat perlu adanya perubahan
sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturknm bila perlu) agar hukum
lebih berguna dan sesuai dengan asas tujuan pamkbanya, terutama dalam menjamin
kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum juga progresif merupakan koreksi terhadaperkahan sistem hukum
modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin nebadkan diri dari dominasi suatu
tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak penddmhwa ketertiban hanya bekerja
melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum pesif ditujukan untuk melindungi
rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak stptasserta tidak ingin menjadikan
hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, mé&km suatu intitusi yang bermoral.
Dalam hal ini, "Hukum adalah suatu intitusi yangtb@an mengantarkan manusia
kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membarasia bahagia."

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukamg melakukan
pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bekiddlam hukum, sehingga mampu
membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntagkgasnya mengabdi kepada
manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayas&eberpihakan dalam menegakkan
hukum. Selain itu, secara spesifik hukum progrpgia bisa disebut sebagai "Hukum
yang pro rakyat" dan hukum yang berkeadilan. Obaietka itu, hukum progresif berbeda
dengan hukum positif. Progresifisme hukum mengajarkahwa hukum bukan raja,
tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaag penfungsi memberikan rahmat
kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasangsibsme hukum adalah pertama
hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinyadsgrkedua hukum selalu berada
pada status law in the making atau secara terugmmemasih harus dibangun dan tidak
bersifat final, ketiga hukum adalah intitusi yaregrnoral kemanusiaan.

Kedudukan konstitusional pemilu dinyatakan dalansaP&2E ayat (2) UUD
1945 yang menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakduk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeredsiéen dan Wakil Presiden, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Sebelum pengatmemgenai pemilihan umum ini
diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 selvama yang berlaku saat ini,
pengaturan mengenai pemilihan umum tersebar dalatverbpa Undang-Undang.
Undang-undang tersebut antara lain Undang-undangoNaei2 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Unddndang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanyBglDewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang rgnddomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Partai politik dalam pengertian modern merupakahuale kelompok yang
mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untysiliti oleh rakyat, sehingga dapat
mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan petaief Kemudian dari definisi
tersebut dapat divisualisasikan bahwa parpol adal@dah yang nantinya akan
melahirkan kader-kader terbaik baginya. Hal intuesaja akan kembali lagi bergantung

* Satjipto Rahardjoylembelah Hukum Progresifjakarta:Kompas, 2006), him.6.
® Satjipto RahardjoHukum Progresif(Yogyakarta:Genta Publishing, 2009), him.2.
®Apter, David,Politik Modernisas (teriemahan){Jakarta: PT. Gramedia, 1987), him.21.
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pada ideologi partai tersebut. Berdasarkan ting&atitmen parpol terhadap kepentingan
dan ideologi, parpol dapat diklasifikasikan dalamal jenis, yaitu:

1.

Partai Proto
Merupakan tipe awal parpol sebelum mecapai tingkaitembangan seperti saat ini.
Ciri paling menonjol dari partai ini adalah perbadantara anggota dan non-anggota.
Masih belum nampak sebagai parpol modern, tetapyadhamerupakan faksi-faksi
yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideoldgimdenasyarakat.
Partai Kader
Bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas memiliki hak pilih,
keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta gvemidna. Tingkat organisasi
dan ideologi masih rendah. Idelogi yang dianut kovestisme ektrem atau
reformisme moderar, partai ini tak perlu organidaesar yang memobilisasi massa.
(Contoh: PSI di Indonesia 1950-1960-an).
Partai massa
Muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakjggrbedaan dengan partai kader dan
paratai proto adalah partai massa terbentuk digademen sedangkan partai kader
dan partai proto lahir di dalam parlemen (intralgraen). Tujuan utama partai massa
bukan hanya kemenangan, tetapi memberi pendidikditikpbagi masyarakat dan
anggota.
Partai dictatorial
Satu tipe dengan partai massa tapi dengan idegdogj lebih kaku dan radikal.
PartaiCatch-all
Merupakan gabungan dari partai kader dan partasand®encetus istilah Catch All
yaitu Otto Kirchmeir yang artinya “menampung kelakikelompok sosial sebanyak
mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utanm@anyemenangkan pemilu
dengan menawarkan program dan keuntungan bagi @mygosebagai ganti idelogi
yang kaku, contoh adalah Golkar 1971-1998).

Kelima tipe partai di atas menggambarkan sejarajalpa partai politik sampai

saat ini. Perkembangan parpol saat ini kemudian umenilkan dilema ketika

kepentingan parpol dan idelogi bahkan saling bextesm arah. Indonesia saat ini
menduduki masa-masa pasca Era Reformasi dengata dsg#uk perubahan sistem
ketatanegaraan termasuk kepartaiannya. Kebebasadirikan partai seluas-luasnya
dibuka asalkan tidak bertentangan dengan PacaaialdUD 1945. Parpol kemudian
menjadi “embarkasi” atau “kendaraan” untuk menjadggota DPR dan DPRD seperti
yang telah diatur dalam payung hukum sah di Indanes

Pandangan hukum progresif terhadap pencalegan mantan terpidana kor upsi
Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatstitusi yang bertujuan

mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adihteea dan membuat manusia
bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsirgdas&um adalah untuk manusia
dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, makahkan hukum bukan untuk
dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang leliais, yaitu untuk harga diri
manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaansm. Dengan demikian untuk
mengetahui progresif tidaknya suatu hukum, makauhutersebut perlu ditinjau dari
aspek keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatannya.
1. Keadilan Hukum dalam Pencalegan Mantan Terpidanapg€o

Hukum dibuat dalam rangka menjalankan pemerintalegiara, sedangkan tujuan

membentuk pemerintahan negara adalah untuk melgndsegenap bangsa

" Affan Gaffar,Politik Indonesia Transisi Menuju DemokrasfYogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), him 11.
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Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia datuk umemajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan badgsakut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaanamaien abadi dan keadilan
sosial. Uraian ini bisa diartikan sebagai tujuamdsa Indonesia menuju
masyarakat yang adil dan makmur. Roh hukum adalahalndan keadilan.2
Tanpa hukum yang mampu menanggapi keadilan masyaflakkum responsif)
maka hukum itu sendiri telah kehilangan rohnya.uldntulah diperlukan suatu
kesadaran bagi para penegak hukum.

Sistem politikk dan suasana politik sangat berpargadalam proses
penegakan hukum. Sistem politik yang baik dengdrardngi suasana politik
yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan husegitupun sebaliknya
jika sistem dan suasana politik carut marut akargadamenghambat terhadap
penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hulang aik perlu tatanan
dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukbarus mampu merespon
dinamika perkembangan berpikir masyarakat sehifggam tidak berjalan di
tempat. Hukum yang responsif tidak hanya berdasagacara hukum formal,
dimana hukum diberlakukan hanya berdasarkan atttaan dan hanya
diberlakukan sebagai penjaga dari setiap pelanggatau diformat untuk
mencegah setiap pelanggaran. Dalam hal ini hukumshabih progresif yaitu
hukum harus dilihat dari sisi keadilan masyaraké¢hingga ketika hukum
ditegakkan maka rasa keadilan akan benar-benaaéia oleh masyarakét.

Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegriteeyupakan satu
langkah awal atau sebuah keniscayaan terciptarstansipolitik yang baik.
Termasuk di dalamnya menyeleksi dengan ketat bztah yang hendak dipilih
oleh masyarakat untuk mengemban amanah pemerint&leamcalonan anggota
eksekutif maupun legislatif harus berasal darirfigang bersih dan tidak pernah
memiliki rekam jejak cacat integritas. Hal ini pegt untuk dapat menyeleksi
calon wakil rakyat yang memang layak dipilih untaknanah rakyat dalam
pemerintahan. Tidak semestinya hukum memberikamgrdan kesempatan yang
sebesar-besarnya kepada para mantan narapidaia Reisih banyak sosok
yang bersih dan bebas dari rekam jejak pidana sé&peupsi.

2. Kesejahteraan Hukum
Selain mengupayakan keadilan bagi masyarakat, gadarnya cita-cita yang
paling mendasar setiap negara adalah kesejahtekasejahteraan diartikan
sebagai tercapainya keadilan dalam tiga dimeng&niykeadilan sosial, keadilan
ekonomi, dan demokrasi serta governance (pemeanjalDimensi keadilan
sosial mencakup hal-hal yang berkaitan dengan lkeeadan pemerataan proses
distribusi pemenuhan hak-hak dasar manusia, segestis untuk berobat, akses
kepada listrik, pendidikan, penghidupan yang layddn sebagainya. Dimensi
keadilan ekonomi mencakup standar keadilan rakgéind mendapatkan akses
dan asset terhadap sumber daya ekonomi sepertnkiéqa@d rumah sendiri, rasio
penduduk yang yang bekerja, rasio biaya pendiditan,biaya penghidupan yang
lain. Dimensi demokrasi dan pemerintahan mencakeferjaminan rakyat
berpartisipasi dalam keseluruhan proses demokragieterjaminan ini

8 Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mengseman RakyatJurnal Pembaharuan
Hukum, Volume | Nomor 3 September-Desember, 20iM,270.

°® Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Raelpublik Indonesialkrar, Indeks Kesejahteraan
Rakyat,(Jakarta:Kemenkokesra), him.25.
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tergambarkan dalam hak akses informasi, rasa atmanasuk hak rakyat untuk
dapat memilih pemimpin yang layak melalui pemilagdersih.

Dari sedikit penjelasan tersebut, dapat dimendestiwva kesejahteraan
merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan ekonerpenuhi, keadilan sosial
tercapai, dan keamanan jiwa terjamin. Pada hakykgbara koruptor adalah salah
satu faktor yang menyebabkan negara Indonesia senfaak dari kemajuan dan
kesejahteraan. Mereka banyak merenggut hak rasgfaithjgga menimbulkan daya
rusak bagi sendi-sendi penyelenggaraan negara.ilApdibnjau dari kacamata
hukum progresif sebagaimana orientasinya adalahejd®sraan rakyat,
pembolehan mantan narapidana korupsi akan semadmaohkan hukum dari
keprogresifan atau kemajuan hukum itu sendiri.

Masih tingginya angka kejahatan korupsi yang dikaku oleh hampir
semua instansi di Indonesia merupakan faktor penbht tercapainya
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sejauh inilaidielum berhasil
menyelamatkan ratusan bahkan milyaran rupiah uaegara yang dikorupsi
pejabat negara. Penanganan korupsi masih beedifang pilih, terutama terhadap
perkara-perkara korupsi yang mencapai ratusan batinkigaran rupiah. Koruptor
yang berhasil digiring ke pengadilan dan kemudiapemara kebanyakan
koruptor kelas teri. Dengan demikian eksistensiajgan perundang-undangan
yang mewadahi upaya pemberantasan korupsi haruss tdiperjuangkan.
Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo bangstelsin menobatkan korupsi
sebagai kejahatan luar biasa, karena itu adalak lagharus dihadapi dengan
cara-cara luar biasa pul®'Hal itu juga berarti undang- undang korupsi belum
mampu menciptakan peluang dan kesempatan terwwgudkgsejahteraan
masyarakat.

Jika uang yang dikorup itu untuk biaya pendidikaasyarakat, maka
pendidikan di Indonesia sudah gratis. Jika uangyydikorup digunakan untuk
pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat damaka masyarakat akan
lebih sejahtera. Para koruptor itu sudah dipere@aga diberi amanah politik dan
harus menjaga kekayaan negara namun justru dihanamoburkan atas dasar
kerakusannya. Oleh karena itu, tindak pidana korgpsgatlah bertentangan
dengan hak asasi manusia dan keadilan masyaraad, yerimbas pada tidak
terwujudnya cita-cita negara yakni kesejahteraan.

Dalam rangka terwujudnya Kkesejahteraan masyarak@ka posisi
pemerintah sebagai pengayom dan pengemban kesafahtgangat diharapkan.
Seorang penguasa mempunyai kewajiban mensejahtenaksyarakatnya, bukan
menyengsarakan mereka. Begitu pun dengan anggusdatéd sebagai tonggak
pembuat undang-undang, sudah sepatutnya mereksabdeai orang-orang yang
bersih bukan yang cacat integritas. Maka pentirtgkumenyeleksi dengan ketat
bakal calon yang akan ikut dalam kontestasi peanlilegislatif mengingat sistem
demokrasi di Indonesia tidak mutlak melahirkan gramang bersih, masih
banyak masyarakat yang memilih karena uahgney Politi). Dengan demikian,
KPU beserta lembaga lain yang terkait dengan pengelaraan pemilu harus
lebih aktif untuk menyuarakan pelaksanaan pemilogybersih dengan diikuti
oleh orang-orang yang berintegritas pula.

1 Warih Anjari, Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Ruesistif Hak Asasi manusia (Kajian
Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K#Risf2014 Jurnal Yudisial Vol. 8 Nomor 1, April
2015, him.37.
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3. Kemanfaatan dan Kebahagiaan
Inti dari hukum progresif terletak pada berpikirndbertindak progresif yang
membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukuen&apada akhirnya
hukum itu bukan teks hukum melainkan untuk keba®agidan kesejahteraan
manusia.*® Hukum harus memberikan manfaat kepada seluruh sign¥ang
dimaksud dengan manfaat dalam hal ini adalah madghian keburukan dan
mendapatkan kebaikan. Tujuan hukum adalah untuk beekan kebahagiaan
yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanygéidog@a. Sama halnya
dengan tujuan mendirikan negara yakni kebahagiaag gebesar-besarnya dari
seluruh rakyat bukan kebahagiaan sebagian golongmurut Plato untuk
menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di setagmina, hendaklah keadilan
yang memerintah di negara tersebfattal ini berarti bahwa dalam menetapkan
suatu kebijakan hukum, yang menjadi orientasi utataa prioritas adalah
kepentingan masyarakat banyak.

Norma hukum pada dasarnya bersumber pada kenydtamilai-nilai
dalam masyarakat, bukan kehendak penguasa atawaagg tertuang dalam
undang-undang semata. Dalam filsafat hukum, aliran disebut aliran
Sosiological Jurisprudence. Dibandingkan dengansépnhukum yang lain,
hukum progresif memiliki keunggulan, namun demikigada saat yang
bersamaan hukum progresif bukanlah konsep yangrbsetdiri. Hal ini dapat
dilihat dari eksplanasi terhadap persoalan hukung yalak bisa melepaskan diri
dari kebersinggungannya dengan konsep hukum yamgkperti*®

Pertama, teori hukum responsive ide atau respongwg menghendaki
agar hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitetng merespons kebutuhan
dan aspirasi warga masyarakat, dengan karaktermyay ymenonjol yaitu
menawarkan lebih dari sekedar procedural justiezorientasi pada keadilan,
memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daapdil mengedepankan pada
substancial justice.

Kedua, teori hukum realis atdegal realism (Oliver Wendell Holmes)
terkenal dengan kredonya bahwa, "Bahwa kehidupda gasarnya bukan logika,
melainkan pengalama(iThe life of the law has not been logic: it hasebe
experience").Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas aoigtapi
experience, maka hukum tidak dilihat dari kacanhateum itu sendiri, melainkan
dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingircapai, serta akibat-akibat yang
timbul dari bekerjanya hukum. Dalam legal realigp@mahaman terhadap hukum
tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokinmieinm,tetapi melampaui
teks dan dokumen hukum tersebut. Bentham memakegunaan atau
kemanfaatarfulity) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat nienglean
manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagitan,sasuatu yang dapat
mencegah terjadinya kerusakan, kedaksenangan akajalatau kedakbahagiaan.
Nilai kemanfaatan ini ada pada ngkat individu yangnghasilkan kebahagiaan
individual (happiness of individual maupun masyarakat(happiness of
community)'* Bagi Bentham, moralitas suatu perbuatan ditentudlangan

1 Op.Cit, Mukhidin, him.278.

12 Baharuddin LopaKejahatan Korupsi dan Penegakan Hukyfakarta:Kompas, 2001), him.131.

13 Dey RavenaWacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukumdonesia,Jurnal Wawasan
Hukum, Vol. 23, nomor 02, September 2010, him.158.

14 A latipulhayat, Khazanah:Jeremy Benthardyrnal llmu Hukum Padjajaran, Vol.2, nomor 2 Tatf@i5,
him.416.
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mempermbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagggenap manusia,
bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimaaautd oleh hedonisme
klasik. Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasBentham mengenai
kebahagiaarthe greatest happiness of the greatest nunfkelvahagiaan terbesar
untuk mayoritas).

Tindak pidana korupsi menjadi sorotan di Indonesgdningga kasus tindak
pidana korupsi ini cukup banyak terjadi di kalangaetinggi atau pejabat
sehingga muncul sebuah gerakan baru yaitu korkphisi, dan nepotisme atau
yang disingkat dengan KKN. Adanya gerakan reform@ssebut menjadi
perhatian penting dalam masyarakat dengan tujuanegeahan serta menindak
pelaku tindak pidana korupsi.

Terkait dengan analisis putusan MK Nomor 87/PUU-2022 ini awal
mula pemohon mengajukan gugatan pada tanggal 24t4g@022 oleh Leonardo
Siahaan, S.H yang berprofesi sebagai karyawan avdast beralamat di Bekasi
yang kemudian di terima di Mahkamah Konstitusi ptaegal 28 Agustus 2022
dalam hal tersebut duduk perkara diawal adalahgself®emohon merasa dirinya
dirugikan akibat kewenangan konstitusionalnya tesian dengan berlakunya
undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 51 @yatUu Mahkamah
Konstitusi. Pemohon dapat dikabulkan permohonarapyabila ia merupakan
seorang Warga Negara Indonesia (WNI), dalam perkilenpsuatu masyarakat
dengan adat-istiadat yang masih berlaku seumurphidan sesuai dengan
masyarakat yang terus berkembang, berdiri sebagdu fpadan hukum privat
maupun umum, dan pemohon merupakan institusi badgara. UUD 1945
mengatur banyak hak salah satunya yakni mengatkrkbastitusional yang
terdapat pada Pasal 51 ayat 1, kerugian konstitalterdiri dari 5 syarat yang
telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi:

1. UUD 1945 memberikan hak dan juga kewenangan kossgiital terhadap
pemohon

2. pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya undawgng atau Perppu
mengenai hak atau kewenangan konstitusional

3. menurut nalar kerugikan konstitusional tersebusibedr actual dan spesifik
dan dipastikan akan terjadi

4. Terjadi kerugian yang berlakunya undang-undang p&ppu menciptakan
hubungan sebab-akibat

5. Kerugian konstitusional kemungkinan tidak akanadirjapabila permohonan
dapat dikabulkan.

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi meneramdb@hwa syarat
kedudukan hukum dengan dipenuhinya syarat pemoleoapéd menunjukkan
KTP atau kartu tanda penduduk sebagai identitas yding dianggap hak
konstitusionalnya dianggap wajar dan akan terlageiggan adanya pasal dalam
perkara a quo. Pemohon adalah warga kebangsaamesido/ang memiliki setiap
hak untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk rhemdlam pemilu.
Menurut pemohon terdapat potensi adanya kerugigaraelangsung ataupun
tidak, dan takut adanya sebuah jual-beli calon aregtegistlatif akibat adanya
dalih “mantan narapidana yang bersangkutan secaranibterbuka dan jujur
terhadap khalayak umum untuk mengumumkan bahwaydirnerupakan mantan
terpidana yang pernah dihukum dengan hukuman @érat ini tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilivaom.

1268



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 1, 2024

Pendekatan telah ditempuh sejauh ini justu meméeriégfek jera bagi
pelaku terpidana kasus korupsi yang merupakan Kimi@dana umum. Setelah
melakukan hukuman berupa hukuman penjara, semuesisdapat dikatakan
terpenuhi. Akibatnya, alih-alih mengurangi tindakgma korupsi, justru tumbuh
suburnya para pelaku kejahatan baru di usia mudas&1 Mahkamah Konstitusi
yang menangguhkan hak mantan narapidana yang imgingulang "karir"
politiknya merupakan pukulan untuk mendukung intagrpemilu. Mahkamah
Konstitusi memberlakukan tiga persyaratan yang na¢asb ketika seorang
mantan terpidana kasus korupsi ingin mengajukan kéimbali sebagai calon
anggota parlemen pada rapat umum pemilihan.

Pertama, tidak sedang/pernah dipenjara akibaraéf@sus yang ancaman
hukumannya berupa pidana penjara paling lambamsetatahun, terkecuali yang
bersangkutan menjalankan tindak pidana kelalai@tcefkderungan) dan tindak
pidana politik yang artinya tindak pidana itu mek@n hukum positif karena
yang bersangkutan mempunyai perbedaan pandangaik pehgan kekuasaan
pemerintah.

Kedua, untuk eks narapidana, sudah 5 tahun sejakamanarapidana
menjalankan putusan pengadilan dan menerima huktensebut secara legowo,
tetap dan secara jujur atau terbuka menyatakan dahereka adalah mantan
narapidana.

Ketiga, tidak melakukan repeater atau kejahatang yd@engan sengaja
dilakukan secara berulang-ulang. Sebenarnya kelnijaknembuat peraturan
hukum pidana menjadi agar lebih baik adalah sug@ya dalam mengatasi
berbagai kejahatan yang ada saat ini.

Menurut Pasal 181 UU Pemilu, diperjelas bahwa pberpdng dituju adalah
anggota DPD. Keputusan MK ini sama dengan Keputi#idrNomor 87/PUU-
XX/2022 yang isinya berupa aturan terhadap calggeta DPR yaitu: DPR RI,
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang juga tiddkpat langsung
mencalonkan diri dalam pemilukada lebih dari 5 mhDi dalam. Sebelumnya,
KPU mencatat dalam putusan 87/PUU-XX/2022 MK handisebutkan secara
tegas calon DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kaleiplbta. Namun, putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut juga berlaku bagircaloggota DPD.

Didalam putusan MK Nomor No0.87/PUU-XX/2022 ini meagkan
Judicial Activism, dapat dilihat dari penafsirankbm dan memperlihatkan
adanya keadilan bagi masyarakat, yang kemudian tkegmnya Lembaga
Yudisial dapat memutuskan peraturan perundang-wasandiatas sebagai
peraturan perundang-undangan yang sedang di ugrimabejak tahun 2005
Indonesia sudah mengimplementasikan Praktek judacitvism dalam putusan
Mahkamah Konstitusi. Praktik hakim konstitusi yamgaksanakan dengan
mengenyampingkan kewenangan dan secara professiogaérapkan judicial
activism adalah menjadi kritik terbesar selama lahkan putusan tersebut
seringkali bertentangan dengan kewenangan lembeggran atau lembaga tinggi
negara lain.

Upaya dalam mengurangi dan mencegah kader-kader partai politik dalam
kontestas pilihan legislatif tahun 2024

Pemilihan umum yang jatuh pada tahun 2019 menjagudv demokrasi
prosedural bangsa Indonesia. Serangkaian persidifsksanakan sedemikian rupa
oleh penyelenggara pemilu mulai dari Komisi PeraiithUmum (KPU), Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatanefarggara Pemilu (DKPP).
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Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan padanta®024 adalah masa
penyelesaian sengketa penetapan pencalonan arigf&aDPD dan DPRD serta
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Fenomena dicalonkannya mantan napi korupsi iniktigglepas dari peran
partai politik di dalamnya. Mengacu pada konseprutsken partai politik yang
menyatakan bahwa elit partai yang memiliki kekuasaatuk memilih siapa saja
calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatarddsarkan skill dan kapasitas
yang dimilikinya untuk pemimpin, tentu elit partsiiddah menimbang menyoal eks
koruptor yang dikader menjadi caleg ini. Dari 16tpapolitik yang ikutserta dalam
pemilihan umum 2019 hanya ada tiga partai saja yaek mencalonkan eks
koruptor di dapil manapun. Hal tersebut diperkuahghn portal berita dalam
nasional.kompas.com, bahwa sebanyak tiga dari &éi mlitik peserta Pemilu 2019
tidak mengusung calon legislatif (caleg) mantanapiana korupsi di seluruh
tingkatan, baik DPR, DPRD Provinsi dan KabupatetdKd<etiga partai tersebut
adalah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partad®ean Pembangunan (PPP), dan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan nama-nama yang telah dirilis tersalpgnya Komisi Pemilihan
Umum bersama Bawaslu dan DKPP sempat mengirim gareg menyinggung soal
pakta inetgritas. Sebelumnya, partai di tingkat apusienyetujui adanya pakta
integritas yang bunyinya tidak akan mencalonkaralegcmantan narapidana korupsi.
Di tingkat DPR Rl memang tidak ada caleg yang medgag status eks napi korupsi,
namun nama —nama eks koruptor justru bermunculadGli tingkat provinsi dan
kabupaten. Hal ini menjadi indikasi pakta integritidak sepenuhnya menjadi
concern parpol di tingkat daerah.

Sebelum nama-nama tersebut diajukan ke KPU, dajpatsttkan parpol
pengusung telah melakukan sedemian proses penoalBuganya, status mantan
napi kasus korupsi tidak mengurunkan niat parpdukurmengikutsertakan kader
tersebut dalam kontestasi pileg 2019. Tentunya aeéberapa faktor yang
melatarbelakangi hal tersebut antara lain problé@apayung hukum dan tarik
menarik kepentingan antara partai politik itu sendengan lembaga penyelnggara
pemilu, Komisi Pemilihan Umum.

Gejolak yang kemudian muncul dari pencalonan eksgtor menjadi caleg
ini berawal dari tumpang tindihnya regulasi yanghgegur penyelanggaraan pemilu.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKiRWJ)20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakayat, Déveawakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalmupkibta eks koruptor yang
menjadi calon legislatif tidak boleh terlibat. Beri bunyi pasal 4 ayat (3), “dalam
seleksi bakal calon secara demokratis dan terbekagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak menyertakan mantan terpidana bandarobarkkejahatan seksual terhadap
anak, dan korupsi”. Melalui pasal ini jelas tergambahwa PKPU tidak memberikan
kesempatan kepada mantan narapidana kasus korupsi.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 7 Undang-umdemilu pasal 240
ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa seorangamamarapidana yang telah
menjalani masa hukuman selama lima tahun atau ,lebdleh mencalonkan
diriselama yang bersangkutan mengumumkan pernastabes sebagai narapidana
kepada publik. Kontras dengan PKPU diatas, padaltidak melarang mantan
narapidana korupsi untuk menjadi caleg. Karenarflah pada akhirnya diajukan uiji
materil terhadap PKPU no. 20 kepada Mahkamah Agudapun berdasarkan
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informasi perkara yang dilansir panitera Mahkamajurg, sedikitnya ada delapan
orang yang telah menggugat peraturan itu.

Dunia politik di pertengahan tahun 2018 sempat nmamamembahas isu
pencalonan eks napi koruptor. Tarik menarik kepgaih dalam partai politik mulai
terlihat ditambah dengan regulasi dari Komisi Pdrail Umum yang ternyata
tumpang tindih dan berlawanan dengan regulasiyramdi atasnya berdasarkan tata
urutan perundang-undangan di Indonesia. Untuk nmedigés fenomena pencalonan
eks napi koruptor tersebut penulis membagi ke dalamperspektif yakni dari pihak
partai politik dan dari pihak kontra pencalonan k&suptor yaitu KPU dan beberapa
kalangan masyarakat lainnya.

Pertama, faktor pendorong pencalonan eks napi karugbeh Partai Politik
dilihat dari fungsi rekrutmen parpol itu sendirietika partai politik melakukan
rekrutmen tipe partisanship di mana parpol mergkalgngan yang memiliki loyalitas
pada parpol dan mampu menghimpun partisan. Tidsk dipungkiri kehadirankader
yang diajukan menjadi caleg di tubuh parpol dapemiverikan dampak elektoral.
“Mereka (mantan eks koruptor) punya sumber dayakuparpol khususnya sumber
daya pendanaan, dana dan juga jejaring yang biszabéaat bagi elektoral”, ujar Titi
Anggraeni ketua Perludem kepada jawapos.

Pernyataan di atas kemudian kontras dengan apadysagpaian Ketua DPP
Bidang Hukum Partai Nasdem Taufik Basari dalamabdéetro Pagi Primetimepada
Selasa, 18 September 2018. Berikut pernyataannygalimya mantan kepala daerah
atau kontraktor yang punya dana banyak, kalau tidh&alonkan sayang
elektabilitasnya”. Taufik Basari menduga salah sééisannya karena beberapa tokoh
yang pernah tersangkut kasus korupsi dapat mergiidaara dan meningkatkan
elektabilitas partai jika terpilih kembali menjadakil rakyat.

Dalam sebuah talkshow di salah satu televisi nasitdiH sebagai caleg Dapil
Kabupaten yang pernah terjerat kasus korupsi damdatia satu tahun penjara
mengungkapkan alasannya maju kembali sebagai wnayhat. “Modal saya nyaleg
Cuma dua, sebagai mantan wakil rakyat sekaligustanamapi. Saya sportif
menjalani hukuman, tidak lari. Umar bin Khatab daiga bertaubat. Banyak warga
yang meminta untuk maju. Artinya saya layak maju siaya meyakini saya korban.”

Kedua, faktor penolakan oleh KPU RI terhadap pemzal eks napi koruptor
dilihat secara sosiologis yang menyangkut urusdrlilpifhubungan antara negara
dengan masyarakat). Ketika korupsi terjadi pihakgygaling dirugikan adalah
masyarakat, terlebih korupsi termasuk salah satlaki kejahatan luar biasa. Ketika
KPU tidak meloloskan bacaleg mantan napi korupsijate hal yang benar sebagai
antisipasi perilaku yang merugikan hajat hidup graranyak sekaligus bentuk
komitmen negara memberantas korupsi.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga mandiri idalependen dalam
menyelenggarakan Pemilu salah satunya dalam pemgusegulasi dan mempunyai
kewajiban moral menjaga integritas pemilu. UpaydJKiRelarang mantan koruptor
menjadi peserta pileg 2019 merupakan bagian dambaagun integritas peserta dan
kandidat Pemilu. Namun, hal yang menjadi batu sagain adalah ketika KPU
berhadapan dengan para penggugat peraturan yamgdibluat sedemikian rupa ke
Mahkamah Agung.

Selanjutnya, dilema terjadi ketika pencalonan yatigarapkan khalayak
adalah calon terintegritas yang ideal, bukan pengqarkoba, kekerasan pada anak
bahkan korupsi. Terlebih yang akan dicalonkan dd@batan di kursi legislatif yang
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notabene sesuai regulasi akan memilih anggota Kdteisiberantasan Korupsi,tentu
terlihat sangat tidak selaras.

Ketika isu demokrasi mulai digalakkan pasca ref@ini®98 maka sudah
menjadi tanggungjawab bersama untuk merealisagikeamokrasi itu sendiri, tidak
hanya sebatas mimpi yang ideal. Dua puluh tahurcapasformasi seharusnya
demokrasi sudah berkembang disetiap aspek kehidbpamegara, tak terkecuali
dalam ranah pemilihan umum baik presiden dan waksiden sampai dengan dewan
perwakilan rakyatnya. Peran parpol sejak Pemilu91%@mpai dengan pasca
amandemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 202 pegting dan menempati
peran vital bagi jalannya sistem ketatanegaraamdbnesia. Urgensi parpol inilah
yang mengharuskan konsep ideal dari demokrasi hdipertahankan melalui
beberapa upaya berikut ini.

Mendemokratiskan rekrutmen, melalui perbaikan kasliseleksi internal
parpol dalam menentukan kandidat pileg. Jenis sekaindidat dalam pemilu dimulai
dengan (1) sertifikasi, merupakan tahapan pendé&mikriteria yang dapat masuk
dalam pencalonan dengan didasarkan pada aturatif@@maturan partai dan norma
sosial informal. Pencalonan napi koruptor yang batkan dikeluarkannya putusan
Mahkamah Agung ada di tahap sertifikasi ini.

Selanjutnya adalah (2) penominasian, yaitu kesedie@on yang telah
memenuhi syarat dan permintaan dari tim selek9i.t§Bap pemilu, merupakan
seleksi publik untuk menentukan siapa calon yarapdkrpilih, seleksi inilah yang
menjadi lambang demokrasi rekrutmen yang sesungguli8istem rekrutmen partai
sebisa mungkin bersifat adil dan berkesinambungan.

Mendemokratiskan penentuan caleg DPR/DPRD, metakepakatan internal
partai politik secara demokratis yaitu konvensi.nkensi dilakukan sesuai dengan
tingkatan DPR seperti Konvensi nasional untuk miénghleg DPR RI, konvensi
provinsi untuk penentuan caleg tingkat provinsi daggitu seterusnya. Model
pemilihan melalui konvensi ini mengutamakan musyaWwanufakat bukan one man
one vote berdasarkan suara mayoritas dan popsla@eh karena itu, diperlukan
model inklusif dalam penentuan kandidat dengan neekoat desentralisasi
kepengurusan Parpol daerah untuk menentukan kangidg akan bertarung dalam
pileg. Tradisi musyawarah mufakat dalam konvensicpnan kandidat merupakan
warisan dan identitas nasional bangsa Indoensiaséf inilah yang melahirkan
sebuah badan berbentuk Majelis Permusyawarataai Rartg mampu mengatasi dan
memaknai cita-cita ideologi parpol dan cita-citgpé@impinan politik Indonesia,
seperti itulah idealnya.

Mendemokratiskan  kepengurusan partai politik, dikdn dengan
memperkuat dan mempersolid organisasi Parpol sebpgadukung dalam
menggerakkan fungsi-fungsi Parpol. Organisasi parperlu didorong untuk
memperbaiki manajemen keuangan Parpol dan pengetiagian Parpol bukan
hanya merekrut kelompok-kelompok profesional yag mitiki kemampuan
membantu memenangi pemilu.

Gerakan politisi bersih, memiliki tujuan menjagaalsiitas demokrasi
pemilihan umum. Konsep ini kemudian digambarkan gden sosok politisi-
negarawan yang memiliki kesadaran politik yangdingntuk mengabdikan seluruh
jiwa-raganya untuk kemajuan bangsanya. Sedikietegdr idealis namun setidaknya
inilah cita-cita untuk politisi bangsa kedepannya.

Ada empat kriteria yang memvisualisasikan pollisisih. Peratama, memiliki
komitmen atau janji yang ditunaikan setelah tempithenduduki jabatan yang
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disiapkan untuknya. Kedua, memiliki integritas atasetiaan kepada yang benar.
Fenomena eks koruptor benar-benar menjadi dilerteraamtegritas kepada hukum
atau integritas mereka terhadap perilaku anti korup

Ketiga, tidak terlibat KKN. Konsep gerakan politlsrsih yang sampai saat
ini menjadi hambatan sekaligus tantangan baik pagyol, kader dan segenap pihak-
pihak penyelenggara negara. Untuk memberantas ogatahi pun tidak hanya
keinginan satu pihak melainkan kesadaran selurbikpyang terlibat dalam proses
politik.

Keempat, tidak terlibat dalam pelanggaran HAM. Hai menjadi
pertimbangan krusial dalam mengukur dan melahig@iik yang “bersih”. Politisi
hendaknya tidak pernah melakukan kejahatan terha#lemanusiaan dan
menghormati hak sosial dan hak politik masyarakat.

Mendemokratiskan pemilihan legislatif dapat diupaya dengan beberapa
jalan tersebut diatas. Namun, sekali lagi upay#diak dapat dilaksanakan satu pihak
melainkan keterlibatan semua stakeholder, bailkéihgusat maupun di daerah

KESIMPULAN

1. putusan MK Nomor No0.87/PUU-XX/2022 ini menerapkamidial Activism, dapat
dilihat dari penafsiran hukum dan memperlihatkaangd keadilan bagi masyarakat,
yang kemudian keputusannya Lembaga Yudisial dapemutuskan peraturan
perundang-undangan diatas sebagai peraturan pagtddangan yang sedang di uji
materiil. Sejak tahun 2005 Indonesia sudah mengimehtasikan Praktek judicial
activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktgkim konstitusi yang
dilaksanakan dengan mengenyampingkan kewenangan sdeara professional
menerapkan judicial activism adalah menjadi kritdcbesar selama ini, bahkan
putusan tersebut seringkali bertentangan dengarerk@vgan lembaga negara atau
lembaga tinggi negara lain.

2. Terjadi tumpang tindih payung hukum antara PKPUgderperaturan diatasnya yaitu
Undang-Undang. Alhasil Mahkamah Agung terlibat umuemutus sengketa dan uji
materil yang diajukan penggugat. Partai Politik osonkan kader eks koruptor
karena model rekrutmen partisanship, dimana ka@enihki loyalitas tinggi terhadap
partainya. Sehingga, walaupun pernah terjerat kpaus kader eks koruptor tetap
senantiasa setia pada parpol. Komisi Pemilihan Umweami menjaga
profesionalitasnya sebagai lembaga pemilu yang maindbk meloloskan bacaleg
eks koruptor seperti yang telah ditetapkan melgkiPU. Walaupun, pada akhirnya
KPU kalah terhadap gugatan yang diarahkan kepadaeyalui Mahkamah Agung.
Mendemokratiskan Parpol dalam Pileg dapat menjpdya yang dapat mengurangi
ataupun mencegah terjadinya polemik pencalonan e&gi koruptor. Hal ini
dikarenakan upaya pencegahan korupsi dimulai daland partai politik hingga
akhirnya kader-kader yang duduk di legislatif tedar dari perilaku korup ke
depannya
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